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KATA PENGANTAR 

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (Bappeda) 

Kabupaten Biak Numfor tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 

perencanaan 1 (satu) tahun kinerja pembangunan. 

Dokumen ini di susun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah 

(RPD) Kabupaten Biak Numfor tahun 2024-2026 dan mengacu pada Rencana 

Strategi (Renstra) Bappeda tahun 2024-2026. Penyusnan Rencana Kerja tahun 2025 

sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, 

penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta 

mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator 

program yang telah ditetapkan pada Renja tahun 2024, sebagai instrumen guna 

mencapai tujuan strategi Bappeda periode 2024-2026. 

Keberhasilan pelaksanaan Renja sangatlah ditentukan oleh komitmen dan 

profesionalisme dari seluruh pegawai, dari pimpinan maupun staf, Keberhasilan 

pelaksanaan pula dapat dipengaruhi oleh lingkungan, arah kebijakan strategi 

organisasi maupun strategi perencanaan pembanguan, dan dokumen ini diharapkan 

menjadi bahan untuk penyusunan Renja Bappeda demi keberhasilan pembangunan 

daerah di Kabupaten Biak Numfor khusunya di bidang perencanaan daerah, maka 

dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara akuntabel dan senantiasa 

berorientasi pada peningkatan kinerja perangkat daerah.  

 

Biak, 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Biak Numfor 
 
 
 
MICHAEL R. ISIR, ST 
PEMBINA TK.I (IV/b) 
NIP. 19820304 200909 1 002 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses 

penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sedangkan 

untuk sistematika penyusunan RENJA Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian 

dokumen Renja mencakup: 

1. Pendahuluan; 

2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024;  

3. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; 

4. Dana Indikatif Pelaksanaan Program Kegiatan; 

Penyusunan Renja tahun 2025 merupakan tahun kedua dari penyelenggaran RPD 

Kabupaten Biak Numfor yang disusun sebagai arah pembangunan untuk 3 tahun 

kedepan. Sebagai salah satu perangkat daerah, Bappeda Kabupaten Biak Numfor 

berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Kerja sebagai pedoman penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka 

waktu satu tahun. Pelaksanaan program kegiatan rencana kerja ini mengacu pada 

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2024-2026. 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk 

menyusun rencana kerja penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah 

(lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek 
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(tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Organisasi 

Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 

(satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik 

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan 

perencanaan strategis yang termuat didalam dokumen RPD kedalam perencanaan 

tahunan yang bersifat lebih operasional. 

Proses penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Biak Numfor mengacu pada 

kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 

bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan 

secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan 

pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan 

Renja Bappeda tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra 

Bappeda. Selanjutnya Renja Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 ini akan 

menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum 

ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten 

Biak Numfor Tahun 2025. 

 

1.2 Landasan Hukum 

RENJA Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 disusun berlandaskan pada 

peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi 

Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat 

(LembaranNegara Rrepublik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan 

Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi 

Provinsi Papua;  
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, 58 Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679)   

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional  Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700)  

7. Undangan-Undangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua 

atas Undangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi 

Provinsi Papua. 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 

Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenkaltur Perencanaan 

Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan 

Daerah 

11. Peraturan Bupati 62 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Tahun 2024-2026. 
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1.3 Maksud dan Tujuan 

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 adalah dokumen 

perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun dengan maksud memberikan 

arah dan acuan dalam penentuan program Prioritas Bappeda dalam rangka 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan. 

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Bappeda adalah: 

a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk 

dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2025. 

b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025 dalam 

rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Biak Numfor 

secara sistematis dan terorganisir 

c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda 

Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya 

Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar 

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 

2025. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (RENJA) Kabupaten Biak 

Numfor disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

❖ BAB I Pendahuluan 

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum maksud dan tujuan dan 

sistematika penulisan; 

❖ BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2024 

Menggambarkan kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi Renja Bappeda tahun 

lalu dan capaian Renstra Bappeda, Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda tahun 

2024, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda; 

❖ BAB III Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Biak Numfor 
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Menjelaskan keterpaduan telaahan dokumen perencanaan terhadap kebijakan 

nasional, kebijakan provinsi Papua kemudian mensinergiskan dengan tujuan 

dan sasaran renja OPD serta memuat program dan Kegiatan Bappeda 

Kabupaten Biak Numfor tahun 2025; 

❖ BAB IV Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan 

Berisi rencana kerja program dan kegiatan serta pendanaan Perangkat Daerah; 

❖ BAB V Penutup 

Berisi ringkasan RENJA serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam 

mengimplementasikan Rencana Kerja dan rencana tindak lanjut Bappeda 

Kabupaten Biak Numfor.
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BAB II  

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA 

TAHUN 2024 

2.1 Evaluasi Kinerja BAPPEDA Tahun 2024 

Penyusunan Renja Bappeda sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana 

pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan 

kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan. Dalam 

penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 

sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Bappeda. 

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian 

Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program 

dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program 

dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi, sehingga untuk 

penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Biak Numfor tahun 2025 diperlukan evaluasi 

hasil capaian tahun 2024.  

Untuk diketahui bahwa Bappeda Biak Numfor di tahun 2024 melaksanakan sebanyak 

3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan dengan rencana anggaran sebagaimana 

tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 18.609.377.688,- (Delapan Belas Miliar Enam 

Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh 

Delapan Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.359.056.956,- (Lima 

Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Enam Ribu Sembilan 

Ratus Lima Puluh Enam Rupiah). Pelaksanaan program, kegiatan, realisasi dan 

apaian kinerja Bappeda Tahun 2024 secara rinci sebagai berikut.
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Tabel 2.  1  
Realisasi dan Capaian Kinerja BAPPEDA 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 
Program/ Kegiatan/ sub 

kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan dan 

Sub kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Capaian  
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) Tahun 

2024-2026 

Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Keluaran 
kegiatan s/d 

dengan Tahun 
(n-3) 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

Program dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah Tahun 
(n-1) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
Perangkat Daerah s/d 

Tahun Berjalan 

Target Renja 
Perangkat 

Daerah Tahun  
(n-2) 

Realisasi 
Renja  

Perangkat 
Daerah Tahun 

(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

Tahun 
Berjalan tahun 

n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renja 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5           UNSUR PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH                   

5 01         BIDANG URUSAN 
PERENCANAAN                   

5 01 01       
PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Indek Kepuasan Pelayanan 
Kesekretariatan 75% 75% 70% 70% 100% 75% 75% 100% 

5 01 01 2. 02   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase dokumen 
administrasi keuangan PD 80% 80% 75% 75% 100% 80% 80% 100% 

5 01 01 2. 02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah  Orang  yang  
Menerima  Gaji dan Tunjangan 
ASN 

38 Orang/Bulan 38 Orang/Bulan 38 Orang/Bulan 38 Orang/Bulan 100% 38 Orang/Bulan 38 Orang/Bulan 100% 

5 01 01 2. 02 0007 
Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan 
Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD 

12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 

5 01 01 2. 05   Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase Tingkat 
Kedisiplinan Pegawai 80% 80% 70% 70% 100% 80% 80% 100% 

5 01 01 2. 05 0002 
Pengadaan Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan 

2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 2 Paket 100% 

5 01 01 2. 05 0003 
Pendataan dan Pengolahan 
Administrasi Kepegawaian 

Jumlah Dokumen Pendataan 
dan Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 

5 01 01 2. 06   Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Persentase Tingkat 
Ketersediaan Pelayanan 
Administrasi Umum PD 

80% 80% 70% 70% 100% 80% 80% 100% 

5 01 01 2. 06 0001 
Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 2 Paket 100% 

5 01 01 2. 06 0002 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 100% 5 Paket 5 Paket 100% 

5 01 01 2. 06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

50 Paket 50 Paket 50 Paket 50 Paket 100% 50 Paket 50 Paket 100% 

5 01 01 2. 06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan 

12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 100% 12 Paket 12 Paket 100% 

5 01 01 2. 06 0009 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 100% 12 Paket 12 Paket 100% 
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Kode 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 
Program/ Kegiatan/ sub 

kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan dan 

Sub kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Capaian  
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) Tahun 

2024-2026 

Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Keluaran 
kegiatan s/d 

dengan Tahun 
(n-3) 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

Program dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah Tahun 
(n-1) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
Perangkat Daerah s/d 

Tahun Berjalan 

Target Renja 
Perangkat 

Daerah Tahun  
(n-2) 

Realisasi 
Renja  

Perangkat 
Daerah Tahun 

(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

Tahun 
Berjalan tahun 

n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renja 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 01 01 2. 08   Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase Tingkat 
Ketersediaan  Jasa 
Penunjang Perangkat 
Daerah 

80% 80% 70% 70% 100% 80% 80% 100% 

5 01 01 2. 08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan 100% 

5 01 01 2. 08 0002 
Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan 100% 

5 01 01 2. 08 0004 
Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan 100% 

5 01 01 2. 09   
Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase  pemeliharaan 
BMD Perangkat Daerah 80% 80% 70% 70% 100% 80% 80% 100% 

5 01 01 2. 09 0002 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

34 Unit 34 Unit 34 Unit 34 Unit 100% 34 Unit 34 Unit 100% 

5 01 01 2. 09 0006 
Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 

10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 100% 10 Unit 10 Unit 100% 

5 01 01 2. 09 0009 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100% 

5 01 02       
PROGRAM PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN DAN 
EVALUASI 

Persentase Pemenuhan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

80% 80% 75% 75% 100% 80% 80% 100% 

5 01 02 2. 01   Penyusunan Perencanaan dan 
Pendanaan 

Tersedianya Dokumen 
Perencanaan pembangunan 
daerah 
(RPJPD/RPJMD/RKPD) 

95% 95% 80% 80% 100% 95% 95% 100% 

5 01 02 2. 01 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara 
Konsultasi Publik 

2 Berita Acara 2 Berita Acara 2 Berita Acara 2 Berita Acara 100% 2 Berita Acara 2 Berita Acara 100% 

5 01 02 2. 01 0004 
Koordinasi Pelaksanaan Forum 
Perangkat Daerah/Lintas 
Perangkat Daerah 

Jumlah Berita Acara Forum 
Perangkat Daerah/Lintas 
Perangkat Daerah 

2 Berita Acara 2 Berita Acara 2 Berita Acara 2 Berita Acara 100% 2 Berita Acara 2 Berita Acara 100% 

5 01 02 2. 01 0005 Pelaksanaan Musrenbang 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Berita Acara 
Musrenbang Kabupaten/Kota 

2 Berita Acara 2 Berita Acara 2 Berita Acara 2 Berita Acara 100% 2 Berita Acara 2 Berita Acara 100% 

5 01 02 2. 01 0006 Penyiapan Bahan Koordinasi 
Musrenbang Kecamatan 

Jumlah Usulan yang 
Terverifikasi oleh Kecamatan 

19 Berita Acara 19 Berita Acara 19 Berita Acara 19 Berita Acara 100% 19 Berita Acara 19 Berita Acara 100% 

5 01 02 2. 01 0007 

Koordinasi Penyusunan dan 
Penetapan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten/Kota yang 
Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ 
RKPD) 

3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 

5 01 02 2. 02   

Analisis Data dan Informasi 
Pemerintahahn Daerah Bidang 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Tersedianya Dokumen Data 
dan Informasi Pembangunan 
Pemerintahan Daerah  

85% 85% 80% 80% 100% 85% 85% 100% 



 

 
9 

 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 
Program/ Kegiatan/ sub 

kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan dan 

Sub kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Capaian  
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) Tahun 

2024-2026 

Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Keluaran 
kegiatan s/d 

dengan Tahun 
(n-3) 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

Program dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah Tahun 
(n-1) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
Perangkat Daerah s/d 

Tahun Berjalan 

Target Renja 
Perangkat 

Daerah Tahun  
(n-2) 

Realisasi 
Renja  

Perangkat 
Daerah Tahun 

(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

Tahun 
Berjalan tahun 

n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renja 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 01 02 2. 02 0001 
Analisis Data dan Informasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 
Analisis Data untuk 
Penyususnan Kebijakan 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Semua Perencanaan 
Pembangunan Daerah) 

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 

5 01 02 2. 02 0003 Penyusunan Profil Pembangunan 
Daerah Kabupaten/ Kota 

Jumlah Buku Profil 
Pembangunan Daerah yang 
Diterbitkan 

2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 

5 01 02       
PROGRAM PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN DAN 
EVALUASI 

Prosentase Keselarasan 
Dokumen Perencanaan 
(RKPD) dan Penganggaran 
(APBD) 

70% 70% 65% 65% 100% 70% 70% 100% 

5 01 02 2. 03   
Pengandalian, Evaluasi dan 
Pelaporan Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Tersedianya Dokumen 
Pengendalian, Evaluasi dan 
Pelaporan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

70% 70% 65% 65% 100% 70% 70% 100% 

5 01 02 2. 03 0001 

Koordinasi Pengendalian 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah di 
Kabupaten/ Kota 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengendalian Perencanaan 
dan Pelaksanaan 
Pembangunan 

2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 2 Laporan 100% 

5 01 02 2. 03 0003 

Monitoring, Evaluasi dan 
Penyusunan Laporan Berkala 
Pelaksanaan Pembangunan 
Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 
Kinerja Pembangunan Daerah 

2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 2 Laporan 100% 

5 01 03       
PROGRAM KOORDINASI DAN 
SIKRONISASI PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

Capaian Realisasi Kinerja 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Mitra Bidang 
Pembangunan Manusia dan 
Masyarakat  

70% 70% 65% 65% 100% 70% 70% 100% 

5 01 03 2. 01   
Koordinasi Perencanaan 
Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

Prosentase Keselarasan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Mitra Bidang 
Pembangunan Manusia dan 
Masyarakat  

70% 70% 65% 65% 100% 70% 70% 100% 

5 01 03 2. 01 0006 

Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

Jumlah Laporan hasil asistensi 
penyusunan dokumen yang 
dilaporkan 

10 Laporan 10 Laporan 10 Laporan 10 Laporan 100% 10 Laporan 10 Laporan 100% 

5 01 03 2. 01 0008 

Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pembangunan 
Manusia 

Jumlah Laporan Hasil 
Sinkronisasi Renstra/Renja 
dengan RKPD/RPJMD pada 
Bidang Pembangunan 
Manusia 

12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan 100% 

5 01 03       
PROGRAM KOORDINASI DAN 
SIKRONISASI PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

Capaian Realisasi Kinerja 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Mitra Bidang 
Perekonomian dan SDA 
(Sumber Daya Alam)  

70% 70% 65% 65% 100% 70% 70% 100% 
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Kode 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 
Program/ Kegiatan/ sub 

kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan dan 

Sub kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Capaian  
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) Tahun 

2024-2026 

Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Keluaran 
kegiatan s/d 

dengan Tahun 
(n-3) 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

Program dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah Tahun 
(n-1) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
Perangkat Daerah s/d 

Tahun Berjalan 

Target Renja 
Perangkat 

Daerah Tahun  
(n-2) 

Realisasi 
Renja  

Perangkat 
Daerah Tahun 

(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

Tahun 
Berjalan tahun 

n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renja 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 01 03 2. 02   
Koordinasi Perencanaan 
Bidang Perekonomian dan SDA 
(Sumber Daya Alam) 

Prosentase Keselarasan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Mitra Bidang 
Perekonomian dan SDA 
(Sumber Daya Alam)  

70% 70% 65% 65% 100% 70% 70% 100% 

5 01 03 2. 02 0002 

Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

Jumlah Laporan Hasil 
Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Perekonomian 

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100% 

5 01 03 2. 02 0004 

Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Perekonomian 

Jumlah Laporan Hasil 
Sinkronisasi Renstra/Renja 
dengan RKPD/RPJMD pada 
Bidang Perekonomian 

2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 2 Laporan 100% 

5 01 03       
PROGRAM KOORDINASI DAN 
SIKRONISASI PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

Capaian Realisasi Kinerja 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Mitra Bidang 
Infrastruktur dan Prasarana 
Wilayah  

70% 70% 65% 65% 100% 70% 70% 100% 

5 01 03 2. 03   
Koordinasi Perencanaan 
Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

Persentase Keselarasan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Mitra bidang 
Infrastruktur dan Prasarana 
Wilayah 

70% 70% 65% 65% 100% 70% 70% 100% 

5 01 03 2. 03 0002 

Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur 

Jumlah Laporan Hasil 
Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Infrastruktur 

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100% 

5 01 03 2. 03 0004 

Koordinasi pelaksanaan 
sinergisitas dan harmonisasi 
perencanaan pebangunan daerah 
Bidang Infrastruktur 

Jumlah Laporan Hasil 
Sinkronisasi Renstra/Renja 
dengan RKPD/RPJMD pada 
Bidang Infrastruktur 

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100% 

5 01 03 2. 03 0005 

Koordinasi penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan 
daerah bidang kewilayahan 
(RPJP, RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Kewilayahan 
yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD. 
RPJMD dan RKPD) 

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100% 

5 01 03 2. 03 0008 

Koordinasi pelaksanaan 
sinergisitas dan harmonisasi 
perencanaan pembangunan 
daerah bidang kewilayahan 

Jumlah Laporan Hasil 
Sinkronisasi Renstra/Renja 
dengan RKPD/RPJMD pada 
Bidang Kewilayahan 

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100% 
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA Tahun 2024 

Bappeda Kabupaten Biak Numfor melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu 

mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan 

penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Perangkat Daerah di 

tingkat Pemerintah Kabupaten Biak Numfor maupun dengan Pemerintah Provinsi 

Papua dan Kementerian juga Lembaga Pemerintah Pusat. Secara rinci jenis 

pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian informasi dan pemikiran 

strategis berbasis perencanaan yang meliputi : 

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan 

terukur; 

2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; 

3. Memfasilitasi keterpaduan dan keselarasan perencanaan pembangunan 

secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua 

dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, maupun horizontal yakni antar 

Perangkat Daerah; 

4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan 

terkoordinasi; 

5. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi 

pembangunan berkelanjutan; 

Upaya Bappeda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas 

dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut : 

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan 

pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, 

perguruan tinggi, dan sektor swasta; 

2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya 

mekanisme perencanaan partisipatif; 

3. Terselenggaranya forum Perangkat Daerah dan gabungan Perangkat Daerah; 

4. Menjaga konsistensi antara perencanan dan penganggaran daerah; 

5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kabupaten 

oleh Bappeda dengan Perangkat Daerah terkait. 
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Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya 

kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana 

serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, 

meliputi: 

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan 

diklat fungsional; 

2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan; 

3. Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan 

perumusan kebijakan pembangunan lainnya; 

4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan 

terpadu; 

5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi. 

Berdasarkan RPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026, Bappeda Biak Numfor 

melaksanakan Urusan Perencanaan. Dalam penyusunan program kegiatan mengacu 

pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Bappeda Kabupaten Biak 

Numfor Tahun 2024-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan perangkat daerah 

mendasarkan pada tolak ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen 

tersebut. 

 

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda 

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi 

Pelayanan Perangkat Daerah 

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka Kepala 

Bappeda Kabupaten Biak Numfor bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi perencanaan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di 

bidang perencanaan dan pembangunan daerah. Bappeda dalam urusan sebagai 

pelaksana Pemerintahan yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 

kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta 

menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis 

perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, serta 

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. 
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Sebagai Perencana Bappeda diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang 

berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, yang memerlukan dukungan dari 

berbagai unsur pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari 

kapasitas kelembagaan Bappeda yang mampu menyusun perencanaan, 

menetapkan perencanaan, pengendalian pelaksanaan rencana dan mengevaluasi 

pelaksanaan rencana sehingga harus didukung dengan kualitas SDM perencana 

serta sarana dan prasarana yang memadai, sehingga mampu mengolah sistem 

perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sistem 

perencanaan tersebut meliputi: 

1. Peningkatan kapasitas SDM perencana yang memadai; 

2. Penyediaan hasil-hasil teknokrtik/kajian/penelitian yang mendukung 

penyusunan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang 

terukur; 

3. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; 

dan 

4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, 

pengolahan data dan informasi berbasis web untuk pengolahan data 

perencanaan. 

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda ke depan masih menghadapi beberapa 

permasalahan dan tantangan antara lain: 

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme 

perencanaan; 

2. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan yang tidak 

implementatif; 

3. Kurang selarasnya perencanaan pembangunan tingkat Pemerintah 

Kabupaten dengan Perencanaan pada level Perangkat Daerah; 

4. Konsistensi perencanaan pembangunan baik antar level pemerintahan 

maupun konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka 

menengah dan tahunan; 

5. Keterbatasan anggaran pembangunan untuk mewujudkan implementasi 

perencanaan prioritas dan target pembangunan, khususnya anggaran yang 

berasal dari APBD; 
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6. Hasil evaluasi dan pengendalian belum menjadi input perencanaan 

pembangunan daerah. 

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang 

Melaksanakan Unsur Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dituntut 

untuk dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif guna mengatasi permasalahan dan 

tantangan pembangunan sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan 

yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel. 

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tidak dapat mewujudkan tujuan pembangunan 

tanpa melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan yaitu 

dari kalangan pemerintah itu sendiri, pelaku usaha komunitas dan akademisi. Hal ini 

selaras guna mewujudkan pembangunan biak numfor yang religius, berkarakter dan 

berbudaya. Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembangunan dalam kerangka regulasi dan investasi, fokus 

kepada hasil, meliputi: aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, 

dan daya saing daerah; 

2. Program disusun berdasarkan kontribusinya terhadap daya ungkit untuk 

mencapai hasil (Program follow Result); 

3. Penerapan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting); 

4. Tanggung jawab pada level program dan kegiatan, pemberlakuan Perjanjian 

Kinerja (PK) di seluruh level birokrasi dengan reward and punishment yang 

jelas; 

5. Evaluasi terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi 

(Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial). 

 

2.3.2 Isu Strategis Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi Bappeda 

Berdasarkan perubahan regulasi secara nasional khususnya Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat 

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Unsur Penunjang 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta hasil evaluasi pelaksanaan renstra 
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sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 3 (tiga) tahun ke depan, isu tugas 

dan fungsi Bappeda, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan 

kemudian akan menjadi tugas Bappeda Kabupaten Biak Numfor dalam 

menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, 

menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi danpelaksanaan 

urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan dapat ditentukan 

isu-isu strategis, sebagai berikut: 

1. Hasil pengendalian dan evaluasi belum secara maksimal digunakan sebagai 

dasar perencanaan; 

2. Keselarasan perencanaan pembangunan wilayah antar sektor dan tingkat 

pemerintahan; 

3. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 

4. Ketersediaan sumber daya pemerintahan dalam bidang perencanaan 

pembangunan (SDM dan sistem informasi) yang proporsional sesuai 

kebutuhan ideal. 
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BAB III  

TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 

(satu) tahun. Rumusan  tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun 

pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan 

tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten 

Biak Numfor tahun 2025 adalah “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang 

Bersih, Akuntabel dan Melayani” dengan sasaran: 

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah; 

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada 

BAPPEDA Kab. Biak Numfor. 

Tabel 3. 1  
Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA Tahun 2025 

Tujuan/ Sasaran Indikator Satuan 
Target Tahun 

2025 

Meningkatnya Tata Kelola  
Pemerintahan Yang Bersih,  
Akuntabel Dan Melayani 

Nilai AKIP Nilai 69,43 

Meningkatnya Kualitas 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Presentase Konsistensi Program 
RKPD Terhadap RPJMD (RPD) % 75 

Partisipasi Masyarakat Dalam 
Perencanaan Pembangunan % 75 

Persentase Capaian Target 
Kinerja Makro Daerah % 85 

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (AKIP) Pada 
BAPPEDA Kab. Biak Numfor 

Nilai AKIP BAPPEDA Kabupaten 
Biak Numfor % 85 

Sumber: RENSTRA BAPPEDA Tahun 2024-2026 
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BAB IV  

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BAPPEDA 

pelaksanaan tahun 2025 sebagai kinerja Perangkat Daerah  yang di jabarkan 

kedalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sera Pendanaan dijabarkan pada 

tabel 4.1 berikut. 
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Tabel 4. 1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan BAPPEDA Tahun 2025 

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ 
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target Kinerja  Pagu (Rp.)  

1 2 3 4 5 
5           UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH       
5 01         BIDANG URUSAN PERENCANAAN           21,190,019,000.00  

5 01 01       
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Indeks Kepuasan Pelayanan 
Kesekretariatan 73.53%       10,672,700,000.00  

5 01 01 2. 02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen administrasi 
keuangan PD 75%        6,535,700,000.00  

5 01 01 2. 02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah  Orang  yang  Menerima  Gaji dan 
Tunjangan ASN 38 Orang/Bulan        6,472,700,000.00  

5 01 01 2. 02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

12 Dokumen             63,000,000.00  

5 01 01 2. 05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Tingkat Kedisiplinan 
Pegawai 85%           190,000,000.00  

5 01 01 2. 05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 
Atribut Kelengkapan 2 Paket             70,000,000.00  

5 01 01 2. 05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

Jumlah Dokumen Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen           120,000,000.00  

5 01 01 2. 06   Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tingkat Ketersediaan 
Pelayanan Administrasi Umum PD 85%        2,785,000,000.00  

5 01 01 2. 06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

2 Paket             30,000,000.00  

5 01 01 2. 06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor yang Disediakan 

5 Paket           100,000,000.00  

5 01 01 2. 06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 
Disediakan 50 Paket        1,000,000,000.00  

5 01 01 2. 06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 12 Paket           155,000,000.00  

5 01 01 2. 06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

12 Paket        1,500,000,000.00  

5 01 01 2. 07   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase Tingkat Ketersediaan BMD 
Perangkat Daerah 85%             66,000,000.00  
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Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ 
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target Kinerja  Pagu (Rp.)  

1 2 3 4 5 
5 01 01 2. 07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit             16,000,000.00  

5 01 01 2. 07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Disediakan 8 Unit             50,000,000.00  

5 01 01 2. 08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Tingkat Ketersediaan  Jasa 
Penunjang Perangkat Daerah 85%           581,000,000.00  

5 01 01 2. 08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 12 Laporan             15,000,000.00  

5 01 01 2. 08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

12 Laporan           180,000,000.00  

5 01 01 2. 08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan           386,000,000.00  

5 01 01 2. 09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase  pemeliharaan BMD 
Perangkat Daerah 85%           515,000,000.00  

5 01 01 2. 09 0002 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 
Pajak dan Perizinannya 

34 Unit           200,000,000.00  

5 01 01 2. 09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 10 Unit           220,000,000.00  

5 01 01 2. 09 0009 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit             95,000,000.00  

5 01 02       PROGRAM PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Persentase Pemenuhan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 85%        5,576,000,000.00  

5 01 02 2. 01   Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 
Tersedianya Dokumen Perencanaan 
pembangunan daerah 
(RPJPD/RPJMD/RKPD) 

95%        4,870,000,000.00  

5 01 02 2. 01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang 
Kabupaten/Kota 2 Berita Acara        1,350,000,000.00  

5 01 02 2. 01 0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang 
Kecamatan 

Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh 
Kecamatan 

19 Berita Acara           200,000,000.00  

5 01 02 2. 01 0007 
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 
yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD) 

3 Dokumen        3,320,000,000.00  

5 01 02 2. 02   
Analisis Data dan Informasi Pemerintahahn 
Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Tersedianya Dokumen Data dan 
Informasi Pembangunan Pemerintahan 
Daerah  

90%           706,000,000.00  

5 01 02 2. 02 0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk 
Penyususnan Kebijakan Perencanaan 1 Dokumen           306,000,000.00  
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Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ 
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target Kinerja  Pagu (Rp.)  

1 2 3 4 5 
Pembangunan Daerah (Semua 
Perencanaan Pembangunan Daerah) 

5 01 02 2. 02 0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah 
yang Diterbitkan 2 Buku           400,000,000.00  

5 01 02       PROGRAM PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Prosentase Keselarasan Dokumen 
Perencanaan (RKPD) dan Penganggaran 
(APBD) 

75%        1,172,319,000.00  

5 01 02 2. 03   Pengandalian, Evaluasi dan Pelaporan 
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 

Tersedianya Dokumen Pengendalian, 
Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

75%        1,172,319,000.00  

5 01 02 2. 03 0001 
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan 
Pelaksanaan Pembangunan Daerah di 
Kabupaten/ Kota 

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembangunan 

2 Laporan           568,000,000.00  

5 01 02 2. 03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan 
Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja 
Pembangunan Daerah 2 Laporan           604,319,000.00  

5 01 03       PROGRAM KOORDINASI DAN SIKRONISASI 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Capaian Realisasi Kinerja Pembangunan 
Perangkat Daerah Mitra Bidang 
Pembangunan Manusia dan Masyarakat  

75%        1,214,000,000.00  

5 01 03 2. 01   Koordinasi Perencanaan Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 

Prosentase Keselarasan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Mitra Bidang Pembangunan 
Manusia dan Masyarakat  

75%        1,214,000,000.00  

5 01 03 2. 01 0006 
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

Jumlah Laporan hasil asistensi penyusunan 
dokumen yang dilaporkan 10 Laporan           564,000,000.00  

5 01 03 2. 01 0008 
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada 
Bidang Pembangunan Manusia 

12 Laporan           650,000,000.00  

5 01 03       PROGRAM KOORDINASI DAN SIKRONISASI 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Capaian Realisasi Kinerja Pembangunan 
Perangkat Daerah Mitra Bidang 
Perekonomian dan SDA (Sumber Daya 
Alam)  

75%        1,000,000,000.00  

5 01 03 2. 02   Koordinasi Perencanaan Bidang 
Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 

Prosentase Keselarasan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan 
SDA (Sumber Daya Alam)  

75%        1,000,000,000.00  

5 01 03 2. 02 0002 
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

Jumlah Laporan Hasil Asistensi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 1 Laporan           300,000,000.00  



 

 
21 

 

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ 
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target Kinerja  Pagu (Rp.)  

1 2 3 4 5 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

5 01 03 2. 02 0004 
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Perekonomian 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada 
Bidang Perekonomian 

2 Laporan           550,000,000.00  

5 01 03 2. 02 0007 
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang SDA 

1 Laporan           150,000,000.00  

5 01 03       PROGRAM KOORDINASI DAN SIKRONISASI 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Capaian Realisasi Kinerja Pembangunan 
Perangkat Daerah Mitra Bidang 
Infrastruktur dan Prasarana Wilayah  

75%        1,555,000,000.00  

5 01 03 2. 03   Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur 
dan Kewilayahan 

Persentase Keselarasan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Mitra bidang Infrastruktur dan 
Prasarana Wilayah 

75%        1,555,000,000.00  

5 01 03 2. 03 0004 
Koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan 
harmonisasi perencanaan pebangunan daerah 
Bidang Infrastruktur 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada 
Bidang Infrastruktur 

1 Laporan           580,000,000.00  

5 01 03 2. 03 0005 
Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah bidang kewilayahan 
(RPJP, RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 
yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. 
RPJMD dan RKPD) 

1 Laporan           300,000,000.00  

5 01 03 2. 03 0008 
Koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan 
harmonisasi perencanaan pembangunan daerah 
bidang kewilayahan 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada 
Bidang Kewilayahan 

1 Laporan           675,000,000.00  
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BAB V  

PENUTUP 

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 ini memuat 

tujuan, sasaran, program, kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatif, 

selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bappeda Kabupaten Biak Numfor di dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, sehingga 

perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Bappeda, 

prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah 

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor; 

2. Penyusunan Renja Bappeda ini berpedoman pada Renstra Bappeda 

Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026, dimana seluruh program dan 

kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam 

Renja. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai 

respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Bappeda; 

3. Penyusunan Renja Bappeda ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Biak 

Numfor Tahun 2024 agar menjaga tingkat konsistensi antar dokumen 

perencanaan; 

4. Renja Bappeda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perencanaan 

Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025; 

5. Dalam penyusunan RKA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan 

hasil reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Biak Numfor. Begitu 

pula dalam penyusunan DPA dapat terjadi perubahan berdasarkan hasil 

pembahasan bersama DPRD Kabupaten Biak Numfor. 

Selanjutnya Program dan Kegiatan pada Renja Bapppeda Kabupaten Biak Numfor 

Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. 

Keberhasilan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai 

Bappeda Kabupaten Biak Numfor dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif 

masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor. 
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Dengan disusunnya Renja Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 ini 

diharapkan dapat mewujudkan keterkaitan dan konsistensi dokumen perencanaan, 

penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini 

juga dharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

sebagai iindikator keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2025. 

 

Biak,  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Biak Numfor 
 
 
 
MICHAEL R. ISIR, ST 
PEMBINA TK.I (IV/b) 
NIP. 19820304 200909 1 002 



BAPPEDA_2024


